
WALIKOTA BANJARMASIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN 
NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2012 
TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA UNTUK MENDAPATKAN 

SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA (SKTU) 
DI KOTA BANJARMASIN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi, serta 
untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat 
maka dipandang perlu melakukan perubahan atas 
Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 Tentang 
Persyaratan dan Tatacara Untuk Mendapatkan Surat 
Keterangan Tempat Usaha (SKTU) di Kota Banjarmasin; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan 
Tatacara Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tempat 
Usaha (SKTU) di Kota Banjarmasin; 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repukblik 
Indonesia Nomor 5038); 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494) ; 

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelegaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 



11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah 
Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah  Kota Banjarmasin Nomor 14), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 Tentang 
Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 
2013 Nomor 17); 

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lemabran Daerah Kota 
Banjarmasin Nomor 40); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 
TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA 
UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TEMPAT 
USAHA (SKTU) DI KOTA BANJARMASIN 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Persyaratan dan Tatacara Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tempat 
Usaha ( SKTU) di Kota Banjarmasin (Berita. Daerah Kota Banjarmasin Tahun 
2012 Nomor 22 ) diubah dan berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (2) 
berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 6 

(2) Penerbitan SKTU selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima oleh 
petugas pada DPMPTSP berkas permohonan beserta persyaratan 
dinyatakan lengkap dan benar. 



2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (2) 
berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 7 

(2) Terhadap SKTU yang akan habis masa berlakunya dapat dilakukan 
perpanjangan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu atau 
maksimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis. 

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (1) 
berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 8 

(1) Setiap perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan data meliputi 
pengurangan/penambahan jenis usaha/kegiatan, perubahan pimpinan, 
maka pemilik usaha harus mengajukan perubahan SKTU dengan 
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3). 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Banjarmasin. 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 2 i.,nrc t 
WALIKOTA BANJARMASIN, 

H.IBNU SINA 
Diundangkan di Banjarmasin 
pada tanggal 5 i.,tirc 1. Lc 1 Li 

SEKRETA S DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

H.HAMLI KURSANI 

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 13 
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